BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Salah satu faktor yang mengakibatkan adanya pertanggungjawaban pidana
adalah perbuatan melawan hukum. Yang dimaksudkan adalah mengerjakan perbuatan
yang dilarang oleh hukum dan atau sikap tidak berbuat yang diharuskan oleh hukum.
Meskipun perbuatan melawan hukum menjadi sebab adanya
pertanggungjawaban pidana, namun diperlukan dua syarat yang harus menyertai,
yaitu “mengetahui” (idrak) dan “pilihan™ (ikhtiar), yakni perbuatan itu dikerjakan
dengan kemauan sendiri dimana ia mengetahui maksud-maksud dan akibat-akibat
dari perbuatan tersebut.
Dengan demikian pertanggungjawaban pidana tersebut ditegakkan atas tiga
hal, yaitu:
1. Adanya perbuatan yang dilarang.
2. Dikerjakan dengan kemauan sendiri.
3. Pelaku mengetahui terhadap akibat perbuatan tersebut.

(Hanafi, 1993 ; 154).

Apabila ketiga perkara tersebut terdapat dalam suatu perbuatan, maka terdapat
pula pertanggungjawaban pidana, dan apabila tidak terdapat atau tidak dapat



bersamaan dalam suatu perbuatan maka pertanggungjawaban pidana tidak dapat
ditegakkan. Dengan kata lain orang tersebut tidak dimintai pertanggungjawaban

pidana atas perbuatan yang telah ia lakukan.

Dengan adanya syarat-syarat tersebut, maka dapat diketahui bahwa yang
dapat dibebani pertanggungjawaban pidana hanya manusia yang berakal fikiran sehat,
dewasa dan berkemauan sendiri (tidak ada paksaan). Kalau tidak demikian, maka
tidak ada pertanggungjawaban pidana atasnya, karena orang yang tidak berakal
fikiran bukanlah orang yang mengetahui dan bukanlah orang yang mempunyai
pilihan. Demikian pula orang yang belum mempunyai kedewasaan tidak dapat
dikatakan bahwa pengetahuan dan pilihannya telah menjadi sempurna. Oleh karena
itu tidak ada pertanggungjawaban pidana bagi anak-anak, orang gila, orang dungu,
orang yang sudah hilang kemauannya dan orang yang dipaksa atau dalam keadaan
terpaksa.

Menurut hukum Islam, dilihat dari berat ringannya hukuman, Jarimah dibagi
menjadi tiga, yaitu : “Jarimah Hudud, Jarimah Qishas diyat dan Jarimah Ta’zr.
Dilihat dari segi niat si pelaku, Jarimah dibagi menjadi dua, yaitu : Jarimah yang
disengaja dan Jarimah yang tidak disengaja. Sedang apabila dilihat dari segi orang
yang menjadi korban akibat dari perbuatan tersebut, maka Jarimah dibagi menjadi
dua, yaitu : Jarimah perseorangan dan Jarimah masyarakat (kelompok).

(Hanafi, 1993, 7)



Dalam masalah tindak pidana pencurian baik yang dilakukan secara
perseorangan maupun secara kelompok adalah merupakan tindakan yang dapat
mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. Oleh karena itu pencurian jenis
ini merupakan Jarimah Hudud, yang hukumannya merupakan hak Allah dan manfaat
penjatuhan hukuman tersebut akan dapat dirasakan oleh keseluruhan masyarakat.
Sebagai imbalannya, Islam telah memberi hukuman berat atas perbuatan mencuri,

yaitu hukuman potong tangan bagi pencurinya.

Sebagaimana tercantum dalam firman Allah, surat Al- Maidah ayat 38 :

,/\.D' @\(L,.bh 9‘/—-'\.42&4\)&313“ )u)u‘a
Kol

Artinya : “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah kedua
tangannya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan
sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha
Bijaksana”.

(Departemen Agama Republik Indonesia ; 1989 ; 165)

Pencurian yang dapat dikenai hukuman had adalah tindak pidana pencurian
yang memenuhi sifat-sifat yang dapat dianggap sebagai perbuatan mencuri, yaitu
antara lain :

1. Adanya pencuri

2. Adanya barang yang dicuri

3. Adanya perbuatan mencuri. (M. Syatan Dimyati, IV, tt, 158)



Sedangkan seseorang itu dapat dikatakan sebagai pencuri, yang harus di had
adalah apabila :
a. Orang yang mencuri itu Mukallaf : pen;:uﬁ tersebut orang yang dewasa dan
berakal.
b. Perbuatan mencuri itu atas dasar berkehendak sendiri (dalam keadaan Ikhtiar).
c. Pencuri itu tidak ada Syubhad terhadap barang yang dicurinya itu.

(Sayyid Syabiq, 9, 1996 ; 207)

Dengan demikian pelaku tindak pidana pencurian akan dikenai
pertanggungjawaban pidana apabila ia memenuhi syarat-syarat : Berakal sehat dan
dewasa, dalam artian ia telah memilih kehendak sendiri tanpa dipengaruhi oleh orang
lain.

Sedangkan dalam hukum pidaﬁa, subyek dari delik ditentukan bahwa orang
yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana, apabila mempunyai kesalahan. Dan
untuk dapat dipersalahkan, orang itu harus dapat mempertanggungjawabkan
perbuatannya . Sedangkan orang itu dianggap dapat mempertanggungjawabkan
perbuatannya, apabila memenuhi syarat-syarat :

1. Dapat menginsyafi makna senjatanya daripada perbuatz;nnya. _

2. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam
pergaulan masyarakat.

3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbugtan.

(Roeslan Saleh, 1981, 85)



Dengan demikian orang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya,
apabila orang tersebut dalam keadaan normal, artinya bahwa ia mempunyai perasaan
dan fikiran seperti orang-orang lain dan secara normal pula ia dapat menentukan
kemampuannya terhadap keadaan atau secara bebas dapat menentukan kehendaknya
sendiri tanpa diperigaruhi orang lain.

Dalam pasal 362 KUHP, disebutkan bahwa elemen-elemen pencurian adalah
sebagai berikut
1. Perbuatan “Mengambil”.

2. Yang diambil “Sesuatu barang”.

3. Barang tersebut “Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”.

4. Pengambilan tersebut dengan maksud untuk “Memiliki” barang tersebut dengan
“melawan hukum”.(R. Soesilo, 1996; 249)

Dalam kamus psikologi, yang dimaksud dengan kleptomania adalah suatu
kelainan jiwa yang menyebabkan si penderita memuaskan dirinya dengan cara
mencuri. Sedangkan mencuri tersebut bukan unmtuk mencari keuntungan, tetapi
merupakan pengaruh dorongan untuk mencuri yang bersifat abnormal.

(Kartini Kartono, tt: 81)

Beda terpenting antara kleptomania dengan mencuri betul adalah, crang yang
melakukan itu selalu merasa bahwa ia dalam keadaan bahaya, bingung, dan sangat
goncang, dan ia dalam keadaan terpengaruh oleh perasaan itu, serta ia juga sadar
bahwa atas perbuatannya ia telah membuat orang lain menjadi teraniaya.

(Musthafa Fahmi, II, 1977 ; 98)



Kleptomania ini merupakan bagian dari kompulsi yaitu suatu desakan yang
kuat ‘dan berulang-ulang tetapi yang mengganggu dan tidak dikehendaki pada
seseorang untuk melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan keinginan atau
norma yang biasa, karena kompulsi itu merupakan pengganti (substitusi) buah pikiran
dan keinginan yang lebih tidak dapat diterima, maka bila kompulsi itu tidak dituruti,
maka timbullah kecemasan yang nyata. (WF. Maramis, 1980 ; 748).

Dari uraian mengenai kleptomania tersebut diatas dapatlah diambil suatu
kesimpulan bahwa sebenarnya orang yang melakukan perbuatan mencuri itu sadar
betul bahwa ia melakukan perbuatan anti sosial, tetapi karena ia tidak dapat
melakukan integritas yang wajar, maka ia terpaksa melakukan perbuatan tersebut.

Tindak pidana vang dilakukan oleh pengidap kleptomania merupakan perkara
yang belum jelas ketetapan hukumnya. Apakah perbuatannya dapat dikenai
Pertanggungjawaban pidana ataupun tidak, meskipun dalam KUHP pasal 44 ayat 1
terdapat ketentuan sebagai berikut :

“Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat
.dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena
sakit berubah akal tidak boleh dihukum.”

Dalam hukum Islam dinyatakan bahwa Pertanggungjawaban pidana dapat
dihapus karena :
a. Hal - hal yang bertalian dengan perbuatan sendiri, atau

b. Hal - hal yang bertalian dengan keadaan diri pembuat,



Misalnya :

Terpaksa

- Mabuk

- Belum dewasa
- Gila

- Dan lain - lain (hanafi, 1991 :209)

Bertitik tolak dari uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk
membahas lebih lanjut mengenai kepastian hukum perilaku pencurian oleh pengidap
kleptomania, apakah dapat dipertanggungjawabkan perbuatanya tersebut atau tidak,
serta apa bentuk hukuman yang dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana

pencurian tersebut. Baik itu menurut hukum Islam maupun menurut hukum positif.

B. Ildentifikasi Masalah
Dari uraian latar belakang tersebut diatas dapatlah ditentukan bahwa

pembahasan skripsi ini mengenai pertanggungjawaban tindak pidana pencurian bagi

pengidap kleptomania menurut hukum Islam dan hukum pidana.

Adapun masalah-masalah yang timbul dari maalah-masalah tersebut diatas
adalah sebagai berikut :

1. Alat-alat bukti yang dapat di pergunakan dalam memutuskan perkara tindak
pidana pencurian yang dilakukan oleh pengidap kleptomania, baik menurut
hukum Islam maupun hukum pidana. |

2. Dapat tida}mya dikenai pertanggungjawabkan pidana bagi pelaku pencurian yang

mengidap kleptomania, baik menurut hukum Islam maupun hukum pidana.



3. Bentuk hukuman yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana pencurian

yang mengidap kleptomania baik menurut hukum Islam maupun hukum positf.

C. Pembatasan Masalah
Agar dapat menuju sasaran dan sesuai dengan apa yang ditargetkan, maka
dalam pembahasan skripsi diperiukan adanya batasan-batasan masalah. Oleh karena
itu skripsi ini dibatasi pada masalah-masalah sebagai berikut :
1. Dapat tidak dikenai pertanggungjawaban pidana pencurian bagi pengidap
kleptomania, baik menurut hukum Islam maupun hukum pidana.
2. Ketentuan bentuk hukuman yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana
pencurian yang mengidap kleptomania, baik menurut hukum Islam maupun

hukum pidana.

D. Perumusan Masalah

Dari latar belakang dan batasan' masalah tersebut diatas, maka dapat
disimpulkan beberapa masalah yang menjadi inti pembahasan sebagai perumusan
masalah, antara lain :

1. Apakah dapat dikenai pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pencurian yang
mengidap kleptomania baik menurut hukum Islam maupun hukum pidana.
2. Bagaimana bentuk hukuman yang dapat dikenakan terhadap pelaku pencurian

yang mengidap kleptomania baik menurut hukum Islam maupun hukum pidana.



E. Tujuan Studi

Berpijak dari rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan studi dalam

penulisan skripsi ini adalah :

1.

e

Untuk mengetahui dapat tidaknya dikenai pertanggungjawaban pidana bagi
pelaku pencurian yang mengidap kleptomania baik menurut hukum Islam
maupun hukum pidana.

Untuk mengetahui bentuk hukuman yang dapat dikenakan terhadap pelaku
pencurian yang mengidap kleptomania baik memurut hukum Islam maupun

hukum pidana.

. Kegunaan Studi

Dengan penulisan skripsi ini diharapkan akan memperoleh manfaat, adapun

manfaat yang diharapkan yaitu :

1.

Untuk kepentingan ilmiah

Yaitu untuk menambah perbendaharaan‘dan sebagai sumbangan pemikiran secara
konsepsional dalam rangka memperkaya kasanah pengetahuan kajian medis untuk
kalangan akademis dan para pengamat hukum. Setidaknya terwujud dalam
pemikiran hukum sementara yang ditawarkan.

Untuk kepentingan terapan

Yaitu sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam rangka penelitian lebih

lanjut bagi masyarakat yang berkompeten dalam masalah ini.
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G. Pelaksanaan Penelitian
1. Data.
Untuk menjawab masalah serta mendukung kajian pokok bahasan skripsi ini
memerlukan data yang cukup lengkap, diantaranya :
a. Data tentang pertanggungjawaban tindak pidana pencurian
b. Data tentang Kleptomania beserta segala aspeknya
c. Data tentang ketentuan bentuk hukuman yang dapat dikenakan kepada pelaku

tindak pidana pencurian yang mengidap kleptomania.

2. Sumber Data

Dalam pembahasan skripsi ini penulis menggunakan metode studi kepustakaan
(Bibliographic Reseach). Adapun buku atau kitab yang dijadikan rujukan antara
lain :

a. Sayyid Syabiq, Fiqih Sunnah.

b. Hanafi MA, Asas-asas Hukum Pidana Isilam

¢. R Soesilo, KUHP beserta komentarnya

d. Musthofah Fahmi, Prof. DR, Kesehatan Jiwa

e. Djoko Prakoso, SH, Peranan Psikologi dalam Pemeriksaan Tersangka

f Mul).'atno, SH. Prof, Asas-asas Hukum Pidana

g. WF Maramis, [lmu Kedokteran Jiwa

-
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3. Teknik pengolahan Data.

Dalam pengolahan data untuk membahas skripsi ini diusahakan dengan cara :

a. Editing, yaitu memeriksa dan menelaah kembali semua data yang telah
terkumpul dan relefan dengan pokok bahasan skripsi ini terutama dari segi
kejelasan makna, kesesuaian, keselarasan dan keseragaman pada satuan
kelompok data dalam perangkat pengembangan nalarnya.

b. Organising, yaitu menyusun dan mensistematis data kepustakaan yang
diperoleh dalam kerangka pembahasan yang sudah direncanakan sebelumnya
dengan disesuaikan rumusan masalah.

¢. Menemukan hasil data, yaitu melakukan analisis lanjutan terhadap hasil

pengorganisasian data untuk merumuskan kesimpulan yang bertaraf teoritik.

H. Metode Analisa Data

Untuk mengolah dan membahas data yang berhasil dikumpulkan maka
digunakan metode-metode analisa data (metode pembahasan) sebagai berikut :

1. Metode Deduktif, yaitu pembahasn yang diawali dengan mengemukakan teori-
teori, dalil-dalil atau generalisasi yang bersifat umum, untuk selanjutnya
dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus.

2. Metode Analogis, yaitu suatu pembahasan dengan jalan menganalogkan suatu
kasus yang terdapat dalam kenyataan (hasil research) kepada norma hukum yang

sudah mapan.
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L Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan skripsi ini sistematis dan terarah, perlu disusun suatu
kerangka yang sistematiknya sebagai berikut :

Bab kesatu, Dalam bab ini berfungsi sebagai pola dasar penulisan skripsi,
yang meliputi : Latar belakang masalah, Identifikasi masalah, Pembatasan masalah,
Perumusan masalah, Tujuan studi, Kegunaan studi, Pelaksanaan penelitian yang
terdiri dari (data, sumber data dan teknik pengolahan data), Metode analisa dan
Sistematika pembahasan.

Bab kedua, Dalam bagian ini merupakan kerangka teoritis secara umum yang
difungsikan sebagai penyorot terhadap obyek bahasan yang didalamnya meliputi :
Pengertian, Syarat-syarai dan hal-ha! yang mempengaruhi pertanggungjawaban
tindak pidana, Pengertian, Syarat-syarat nisap pencurian serta sanksi tindak pidana
pencurian

Bab ketiga, Bab ini berfungsi sebagai obyek bahasan yang didalamnya
meliputi : Pengertian, Sebab-sebab, Pertanggungan jawab pengidap kleptomania,
serta sanksi hukuman terhadap pengidap kleptomania dalam pencurian.

Bab keempat, Dalam bab ini merupakan pokok bahasan skripsi yang meliputi
. Pertanggungjawaban tindak pidana pencurian bagi pengidap kleptomania menurut
hukum Islam maupun hukum pidana dan sanksi hukuman yang dapat dikenakan
terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang mengidap kleptomania menurut hukum

Islam maupum hukum pidana.
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Bab kelima, Bagian ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Dimana kesimpulan
merupakan hasil pemikiran akhir dari seluruh materi skripsi yang sekaligus

merupakan jawaban final dari permasalahan yang ada.



